
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1155, 2017 KEMENHUB. Prosedur Investigasi Kecelakaan dan 

Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil. Peraturan 
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 74 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 830  

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 830)  

TENTANG PROSEDUR INVESTIGASI  KECELAKAAN DAN 

KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 

Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) 

tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan, 

Kejadian atau Keterlambatan Kedatangan Pesawat Udara 

dan Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius 

Pesawat Udara Sipil sudah tidak sesuai dengan yang 

diatur dalam ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil 

Internasional ICAO Annex 13 Edisi 11 pada bulan Juli 

2016;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil  Bagian 830 (Civil Aviation  Safety 

Regulation Part 830) tentang Prosedur Investigasi 

Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil.   
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor  1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4075); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang 

Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor  128, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4146); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan dan Pelestarian Hidup Bandar Udara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5295); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang 

Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448); 

6. Peraturan Presiden Nomor  2 Tahun 2012 tentang Komite 

Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  9); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor  40 Tahun 2015 tentang   

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T11/2/4-U 

tanggal 30 September 1960 tentang Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 
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(Civil Aviation Safety Regulation Part 69) tentang Lisensi, 

Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi 

Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 38) 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 

2015 tentang  Program Keamanan Penerbangan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1288) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan 

Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1069); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  PM 189 Tahun 

2015 tentang  Organisasi dan Tata Kerja  Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indionesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 816); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Sekretariat 

KNKT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 956); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 

830 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 830) 

TENTANG PROSEDUR INVESTIGASI KECELAKAAN DAN 

KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL. 
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Pasal 1 

(1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) 

tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian 

Serius Pesawat Udara Sipil.  

(2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 

(Civil Aviation Safety Regulation Part 830) tentang 

Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius 

Pesawat Udara Sipil tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation 

Part 830) tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan dan 

Kejadian serius Pesawat Udara Sipil, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 sesuai  dengan kewenangannya diatur dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan 

Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.  

 

Pasal 3 

Pemangku kepentingan yang tidak melaporkan terhadap 

terjadinya kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

   

Pasal 4 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Ketua Komite 

Nasional Keselamatan Transportasi  melakukan koordinasi 

dan pengawasan sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Ketua Komite 

Nasional Keselamatan Transportasi  dalam melakukan 

koordinasi dan pengawasan mendahulukan sosialisasi kepada 
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pemangku kepentingan guna mencegah terjadinya  

kecelakaan. 

   

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil 

Aviation Safety Regulation Part 830) tentang Pemberitahuan 

dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara 

Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian 

Serius Pesawat Udara Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  

 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

www.peraturan.go.id


